BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik
kesimpulan, antara lain :

1. Penerapan pidana minimum oleh Majelis hakim telah tepat, pemidanaan
dalam tindak pidana yang dijatuhi Majelis Hakim dalam putusan Nomor
214/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Pdg termasuk kepada sistem pidana minimum
karena usia terdakwa yang telah lanjut usia dan terdakwa yang belum
pernah dipenjara sebelumnya, sehingga terdakwa divonis 6 (enam) tahun
penjara berarti majelis hakim menetapkan pidana penjara paling singkat
dan dengan denda sedikit yaitu Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada
Putusan  Nomor  214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg,  didasari  oleh
Pertimbangan Yuridis (berupa dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti,
barang-barang bukti, pasal-pasal yang dijatuhkan) dan Pertimbangan Non
Yuridis (berupa kondisi terdakwa, latar belakang terdakwa, akibat

perbuatan terdakwa).

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini saran
yang diberikan oleh penulis:
1. Diharapkan adanya upaya preventif dari pemerintah dari pemerintah

melakukan pengawasan secara terus menerus oleh Polisi dan Aparat
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Keamanan terhadap tempat yang rawan kejahatan seksual seperti sekolahan
dan WC umum.

. Diharapkan adanya terapi psikologis oleh pemerintah dan orang tua serta
pemberian arahan mengenai hal-hal yang dilakukan seperti melakukan
kegiatan sosial, olahraga agar dapat mengalihkan pemikiran dan mengatasi
trauma anak yang trauma efek korban pemerkosaan

. Diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan cara
memberikan kampanye anti kekerasan seksual secara aktif ke sekolah-
sekolah  dengan bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak

Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak.
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